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WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 

 PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU 

NOMOR   3  TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALIKOTA BENGKULU, 

Menimbang  : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 245 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Bengkulu bersama Walikota 

Bengkulu telah menyempurnakan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan 

Gubernur Bengkulu Nomor: A. 366 BPKD Tahun 2019 

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kota Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 

Rancangan Peraturan Walikota Bengkulu tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, 

dilakukan agar Rancangan Peraturan Daerah Kota 

Bengkulu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak 

bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
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Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang  Nomor 6 Drt.  Tahun   1956   tentang     

Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2854); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor  37 Tahun 2006 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5161);  
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 

Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2005 

tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

28. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 

2017tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021; 

29. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu  Tahun 

2016 Nomor 10); 

30. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 (Lembaran 

Daerah Kota Bengkulu  Tahun 2019 Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU 

dan 

WALIKOTA  BENGKULU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019. 
 

 

Pasal  1 
 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.207.852.459.445,47 

2. Belanja Daerah  Rp. 1.260.603.552.282,03 

 Surplus/(Defisit) Rp. (52.751.092.836,56) 

3. Pembiayaan Daerah  

a. Penerimaan  Rp.      58.626.012.752,56 

b. Pengeluaran  Rp.        5.874.919.916,00 

 Pembiayaan Netto Rp.    52.751.092.836,56 

 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 
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Pasal  2 
 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

sejumlah    Rp. 176.390.125.327,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah  Rp. 923.570.386.636,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah  

yang sah sejumlah  Rp.107.891.947.482,47 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah Sejumlah   Rp. 97.597.000.000,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah  Rp. 18.789.000.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan  

 Daerah yang dipisahkan 

 sejumlah    Rp.   4.554.125.327,00 

d. Lain-lain PAD yang sah  

sejumlah     Rp. 55.450.000.000,00 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan  

Pajaksejumlah    Rp.  29.827.847.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah  Rp.711.412.979.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus  

sejumlah    Rp. 182.329.560.636,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a.  Pendapatan Hibah   Rp. 43.567.390.250,00 

b.  Dana Bagi Hasil Pajak dari  

Provinsidan Pemerintah  

Daerah Lainnya    Rp.   54.324.557.232,47 

c. Bantuan Keuangan dari 

Provinsi atau Pemerintah  

Daerah Lainnya    Rp.   10.000.000.000,00 
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Pasal   3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Belanja  Tidak Langsung 

 sejumlah    Rp. 570.334.517.407,62 

b. Belanja  Langsung sejumlah  Rp. 690.269.034.874,41 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah  Rp.553.576.717.407,62 

b. Belanja Hibah Sejumlah Rp.  11.846.800.000,00 

c. Belanja Bantuan Sosial 

 sejumlah Rp. 3.075.000.000,00 

d. Belanja Bagi Hasil Kepada  

Prov/Kab Kota dan Pemerintah  

Desa Sejumlah Rp.        36.000.000,00 

e. Belanja Bantuan Keuangan  

Kepada Prov/Kab/Kota dan  

Pemerintah Desa Sejumlah Rp.   1.200.000.000,00 

f. Belanja Tidak Terduga  

Sejumlah  Rp.      600.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari  jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah   Rp.  94.255.809.000,60 

b. Belanja Barang dan Jasa  

  sejumlah  Rp.322.603.835.970,81 

c. Belanja Modal sejumlah  Rp.273.409.389.903,00 

Pasal  4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah   Rp.   58.626.012.752,56 

b. Pengeluaran sejumlah   Rp.     5.874.919.916,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan : 
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a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

 Tahun Anggaran sebelumnya 

 (SILPA) sejumlah  Rp.58.626.012.752,56 

b. Pencairan Dana Cadangan  

 sejumlah  Rp.  0,00 

c. Hasil Penjualan Kekayaan  

 Daerah yang dipisahkan  

 sejumlah Rp.  0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah  

 sejumlah Rp. 0,00  

e. Penerimaan kembali pemberian  

 pinjaman sejumlah Rp. 0,00 

f. Penerimaan Piutang Daerah  

 sejumlah  Rp. 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan  

sejumlah  Rp.      0,00 

b Penyertaan Modal (investasi)  

Pemerintah Daerah sejumlah Rp.       674.743.300,00 

c Pembayaran Pokok Utang 

sejumlah Rp.    5.200.176.616,00 

d Pemberian Pinjaman Daerah  

sejumlah Rp.    0,00 

e Pengembalian Sisa Dana  

f Transfer                                    Rp.    0,00 

 

Pasal  5 

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

adalah sebagamana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II : Ringkasan Rancangan Perubahan APBD 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 
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3. Lampiran III  : Rincian Rancangan Perubahan APBD 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi,   Pendapatan,  Belanja dan 

Pembiayaan; 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Rancangan Perubahan 

Belanja menurut Urusan Pemerintahan  

Daerah, Organisasi, Program, dan 

Kegiatan; 

5. Lampiran V : Rekapitulasi Rancangan Perubahan 

Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan 

Daerahdan Fungsi dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per-Jabatan; 

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) 

Daerah; 

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

 Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan  Aset Lain; 

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 

sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan;  

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah. 

 

Pasal   6 

Walikota Bengkulu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal  7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah. 
 

` 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  26  Agustus 2019 

WALIKOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

H. HELMI 

 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal 26 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

Cap/dto 

MARJON 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR....3....... 

 

 

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU 

(3/46/2019). 


